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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 52 TAHUN 2018 

TENTANG 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI FASILITAS  

PELAYANAN KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a.  bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat 

kerja yang memiliki risiko terhadap keselamatan dan 

kesehatan sumber daya manusia fasilitas pelayanan 

kesehatan, pasien, pendamping pasien, pengunjung, 

maupun masyarakat di sekitar lingkungan fasilitas 

pelayanan kesehatan; 

b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengendalian 

risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan 

kerja untuk menciptakan kondisi fasilitas pelayanan 

kesehatan yang sehat, aman, selamat, dan nyaman, perlu 

diselenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja di 

fasilitas pelayanan kesehatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2918); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang 

Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan 

Radiasi Pengion (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3992); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5309); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);  

7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015  

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI FASILITAS 

PELAYANAN KESEHATAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut 

Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun 

rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang selanjutnya disebut K3 di Fasyankes 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan, 

pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun 

masyarakat di sekitar lingkungan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan agar sehat, selamat, dan bebas dari gangguan 

kesehatan dan pengaruh buruk yang diakibatkan dari 

pekerjaan, lingkungan, dan aktivitas kerja. 

3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut 

SMK3 di Fasyankes adalah bagian dari sistem 

manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara 

keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang 

berkaitan dengan aktivitas proses kerja di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan guna terciptanya lingkungan kerja 

yang sehat, selamat, aman dan nyaman.  

4. Sumber Daya Manusia Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

yang selanjutnya disebut SDM Fasyankes adalah semua 

tenaga yang bekerja di Fasyankes baik tenaga kesehatan 

dan tenaga non kesehatan.  
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5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

 

Pasal 2 

Pengaturan K3 di Fasyankes bertujuan untuk 

terselenggaranya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di 

Fasyankes secara optimal, efektif, efisien dan 

berkesinambungan. 

 

Pasal 3 

(1) Setiap Fasyankes wajib menyelenggarakan K3 di 

Fasyankes.  

(2) Jenis Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak termasuk rumah sakit.  

(3) Penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di 

rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

(1) Penyelenggaraan K3 di Fasyankes meliputi: 

a. membentuk dan/atau mengembangkan SMK3 di 

Fasyankes; dan  

b. menerapkan standar K3 di Fasyankes.  

(2) Penyelenggaraan K3 di Fasyankes sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik 

dan faktor risiko pada masing-masing Fasyankes. 

 

BAB II 

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN 

KERJA DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 

 

Pasal 5 

SMK3 di Fasyankes meliputi:  

a. penetapan kebijakan K3 di Fasyankes; 

b. perencanaan K3 di Fasyankes; 

c. pelaksanaan rencana K3 di Fasyankes; 

d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di Fasyankes; dan 
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e. peninjauan dan peningkatan kinerja K3 di Fasyankes. 

 

Pasal 6 

(1) Kebijakan K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan dalam Keputusan 

Pimpinan Fasyankes dan disosialisasikan ke seluruh 

SDM Fasyankes.  

(2) Perencanaan K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf b dibuat berdasarkan manajemen 

risiko K3, peraturan perundang-undangan, dan 

persyaratan lainnya. 

(3) Pelaksanaan rencana K3 di Fasyankes sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sesuai dengan standar 

K3 di Fasyankes dan didukung oleh sumber daya yang 

memadai.  

(4) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 Fasyankes 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d 

dilaksanakan melalui pemeriksaaan, pengujian, 

pengukuran, dan/atau audit internal SMK3 di 

Fasyankes.  

(5) Peninjauan dan peningkatan kinerja K3 di Fasyankes 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan 

terhadap penetapan kebijakan, perencanaan, 

pelaksanaan rencana, dan pemantauan dan evaluasi. 

(6) Pelaksanaan SMK3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini.  

 

BAB III 

STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI 

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 

 

Pasal 7 

(1) Standar K3 di Fasyankes meliputi:  

a. pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko 

K3 di Fasyankes;  
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